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Abstrak. Tulisan ini berangkat dari
sebuah asumsi bahwa ada hal yang mesti
ditinjau ulang dalam pendidikan
Jasmani terutama di Indonesia. Kami
memfokuskannyva pada kemungkinan
reformasi  pendidikan  keguruan
pendidikan yang secara
internasional disebut sebagai PETE
(Physical Education Teacher Education)
dan di Indonesia dikenal sebagai LPTK
(Lembagu Pendidikan
Kependidikan) Pendidikan Jasmani.

jasmani

Tenaga

Kami akan menyediakan sebuah catatan
tentang bagaimana institusi pendidikan
dengan program keguruan untuk
pendidikan  jasmani  direformasi
sehingga pendidikan jasmani dapat
memberikan suatu kontribusi vang lebih
baik hidup.  Kami
menawarkan konsep vang
sesungguhnya secara internasional

kualitas
sebuah

bagi

sudah cukup lama diperbincangkan—
bahkan di Australia sudah
dikembangkan—akan tetapi mungkin di
Indonesia belum dikenal secara luas.

Konsep tersebut adalah Pengajaran
Reflektif (refelective teaching, kami
akan menggunakan istilah ini dalam
bahasa aslinya) dalam pendidikan
jasmani. Secara umum, tulisan ini
menelusuri kemungkinan hubungan
antara PETE/ LPTK Penjas, dan asumsi

yang mendasari reflective teaching.
Secara khusus kami akan meninjau
ulang tujuan  persckolahan pada
wmumnya dan pendidikan jasmani pada
khususnya, kemudian — menggali
kemungkinan-kemungkinan
transformasi nilai melalui PETE/ LPTK
Penjas, institusionalisasi reflective
teaching, mengapa prakiek reflective
teaching terscbut penting saat ini,
asumsi yang mendasari makna reflective
teaching, signifikansi politik
emansipatoris, dan model alternatif bagi
PETE/ LPTK Penjas.

Kata Kunci: Reflective Teaching,
Transformasi Sosial, Pendidikan Jasmani

Pendahuluan

Tulisan ini diawali dari pertemuan kami di
acara International Conference on Sport
and Sustainable Development, 10 — 12
September 2003, di Yogyakarta. Kami
merasakan bahwa ada suatu keprihatinan
secara internasional yang mendalam di
kalangan pakar pendidikan jasmani dalam
konferensi tersebut. Keprihatinan ini secara
umum berakar dari tidak relevannya lagi
pendidikan jasmani, mulai dari penggunaan
istilah sampai konseptualisasinya, terhadap
konteks masyarakat kontemporer. Terlebih
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lagi, persoalan-persoalan global saat ini
seperti polusi lingkungan hidup dan
degradasi, kelaparan, terorisme, konflik
antar agama, etnis, dan kelompok-kelompok
ras, nasib para pengungsi yang
mengenaskan, penindasan, dan cksploitasi
ckonomi nampak seperti tak teratasi oleh
apa yang telah menjadi dewa masyarakat
saat ini, yakni ilmu pengetahuan dan
teknologi. Di sinilah kemudian betapa terasa
remchnya pendidikan jasmani ketika
dibandingkan dengan isu-isu besar yang
dihadapi dunia (Chomsky). Apalagi jika
dihubungkan dengan berbagai isu-isu
tersebut, bahwa mampukah pendidikan
Jasmani menjadi salah satu jalan keluar?

Scbuah pertanyaan besar yang mau tidak
mau harus dijawab oleh orang-orang yang
terlibat dalam pendidikan jasmani. Orang-
orang yang masih menganggap betapa
bernilainya pendidikan jasmani untuk tetap
diselenggarakan sebagai aktifitas pendidikan
pada khususnya dan kebudayaan pada
umumnya. Dan kami termasuk diantaranya,
orang-orang yang percaya buhwa meskipun
tidak begitu diperhitungkan, olahraga dan
pendidikan jasmani dapat memberikan
kontribusi kepada dunia yang lebih baik.
Komitmen inilah yang membuat kami tcltap
terlibat.

Persckolah dan Pembinaan Warga
Negara

David Hamilton (1990) di dalam bukunya
Learning about Education mengatakan
bahwa “sekolah adalah suatu instrumen
sostal yang memiliki dua-sisi. la merupakan
alat penindasan tetapi juga sekaligus
sebagai alat untuk pembebasan. Tentu saja
hal ini bertentangan dengan ide tentang
sekolah sebagai suatu kebaikan universal,
dan juga menjadikan tantangan bagi kita
untuk berpikir bagaimana mungkin sekolah
tersebut dapat beroperasi dalam dua

wilayah kerja sekaligus, membebaskan dan
menindas. Hamilton juga mengingatkan kita
tentang pembedaan antara pendidikan dan
persekolahan, bahwa konsep sekolah
secara historis merupakan penemuan yang
relatif baru. Dan yang penting untuk tulisan
ini adalah ketika Hamilton mengingatkan
kita bahwa tujuan fundamental dari
persekolahan adalah membentuk tipe-tipe
tertentu warga negara.

Konteks Global Persekolahan

Beberapa tahun yang lalu istilah globalisasi
terasa asing dan jauh dari konsep mental
kita. Namun kini, ketika globalisasi tclah
mulai menjadi bagian dari kehidupan kita
sehari-hari, pemahaman kita pun mulai
makin berkembang bahwa globalisasi
adalah saat ketika wacana ekonomi tertentu
telah hadir untuk turut serta membentuk
hubungan antara persekolahan dan
pembinaan warga negara. Salah satu
akibatnya adalah dunia persckolahan kita
menjadi bernuansa ekonomi kapitalistik.
Logika-logika kapitalisme telah merasuk
sebagai ruh dan mendasari hubungan-
hubungan tersebut. Contoh dari fenomena
tersebut digambarkan secara ilustratif oleh
Alan Luke (2002) scbagal berikut,

“visi persekolahan, pengajaran dan
pembelajaran yang saat ini merajalela
secara international didasarkan semata-
mata pada efisiensi sistemik dan
produksi teknis yang terukur dari peserta
didik sebagai human capital”.

Di dalam konteks dunia global saat ini, kita
mendapati  naskah-naskah  “resmi”
pendidikan seperti kebijakan dan kurikulum
telah mengkonseptualisasikan persekolahan
dalam pengertian human capital. “Teori baru
human capital memandang pendidikan
sebagai pusat ‘ekonomi pengetahuan’ yang
bersifat global, ia menguntungkan individu
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sekaligus masyarakat” (Taylor dan Henry,
2003:4). Taylor dan Henry mengatakan
bahwa wacana-wacana global ini, yang
merupakan pabrik kebijakan pendidikan,
berisi ketegangan ideologis antara neo-
liberal yang menitikberatkan pada efisiensi
dan demokrasi sosial yang menitikberatkan
kesetaraan. Mereka juga mengatakan
bahwa “berbagai negara sesungguhnya
terkait dalam retorika dan ide-ide global
walaupun kemudian melaksanakannya di
dalam koridor “kepentingan nasional”.
Tentu saja apa yang ditentukan sebagai
“kepentingan nasional” akan berbeda satu
negara bangsa dengan lainnya.

Reflective teaching sebagai suatu konsep
memiliki tempat dalam retorika pendidikan
kontemporer di berbagai negara bangsa.
Sementara itu, maknanya mungkin
beraneka ragam menurut tujuan-tujuan
tertentu (kepentingan nasional) di mana
reflective teaching diimplementasikan.
Smyth et al (2001) mengatakan bahwa
reflective teaching dapat digagas sebagai
implikasi konsepsi persekolahan dalam teori
baru human capital.

Peran Pendidikan Jasmani dalam
Persekolahan

Klaim tradisional atas kontribusi pendidikan
jasmani dalam pembinaan warga negara
cenderung untuk berorientasi seputar
wacana-wacana yang berhubungan dengan
kesehatan, character building, sportivitas,
dan nasionalisme. Di negara manapun, di
mana wacana-wacana tersebut merupakan
hal yang istimewa, akan tetap tergantung
pada konteks-konteks sosial, politik, dan
ekonomi tertentu. Contohnya, masyarakat
Australia kontemporer memiliki warga
negara yang aktif dan sehat yang
diistimewakan dalam wacana pendidikan
jasmani (lihat Tinning dan Glasby, 2002).

(Richard Tinning dan Cualy Setiawan)
Warga negara sehat yang dikembangkan
(dibina) melalui penjaskes di sekolah
memiliki arti; kemampuan untuk mengatur
diri sendiri (self-regulating), mengerti, kritis
reflektif, dan sanggup mengkonstruksi gaya
hidup sehat bagi diri mereka sendiri dan
meminimalisir perilaku yang beresiko
(Tinning dan Glasby, 2002). Sedangkan di
[ndonesia, pendidikan jasmani dan olahraga
dimaksudkan untuk membentuk karakter
peserta didik agar sehat jasmani dan robani,

“dan menumbuhkan rasa sportivitas ( UU

Sisdiknas pasal 37 ayat 1).

Dari contoh di atas, dengan memper-
timbangkan perspektif teori baru human
capital, maka kita dapat mengenali hubungan
antara warga negara yang aktit dan sehat
dengan kenaikan produktifitas ekonomi dan
pengurangan anggaran biaya kesehatan
nasional.

Pendidikan Jasmani dan Kontribusinya
terhadap Transformasi Nilai

Reformasi Pendidikan Guru Pendidikan
Jasmani

Jika kita mengasumsikan bahwa suatu
peradaban yang lebih tercerahkan atau
berkembang adalah karakter masyarakat
yang memiliki nilai toleransi, berkeadilan,
mengakui perbedaan dan lain-lain.
Kemudian pertanyaan tentang apakah
pendidikan jasmani memiliki kontribusi
terhadap hal-hal tersebut? Hal ini masih
menjadi sesuatu yang diperdebatkan.

Nampaknya di banyak negara Barat, guru
pendidikan jasmani seringkali dilihat sebagai
sosok guru yang paling tidak liberal, dan
para guru pedidikan jasmani tersebut juga
sering menunjukkan nilai dan kepercayaan
yang tidak cocok dengan agenda keadilan
sosial. Contohnya, ada bukti bahwa banyak
guru pendidikan jasmani cenderung agak
lebih rasis, seksis, elitis, dan homophobis
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(MacDonald et al, in press) dibanding
dengan guru-guru mata pelajaran lainnya.
Sedang di Indonesia, di mara liberalisme
tidak menjadi nilai yang dominan baik dalam
masyarakat atau pendidikan,
kecenderungan guru pendidikan jasmani
tersebut tidak terasa sebagai sesuatu yang
devian. Dengan kata lain, di dalam
masyarakat Indonesia di mana masih hidup
nilai-nilai tradisional yang masih menyisakan
ketidakadilan gender/ seksis (Sectiawan,
2003b) dan di beberapa tempat rasis dan
elitis, memungkinkan guru pendidikan
jasmani sebagai agen pembudayaan nilai-
nilai tersebut melalui aktivitas mengajarnya.

MacDonald menegaskan bahwa nilai-nilai
yang dimiliki mahasiswa PETE dan praktck
pengajaran mecreka seringkali
berseberangan dengan nilai-nilai kurikulum
yang kritis secara sosial yang berkeadilan,
beragam, dan berwawasan lingkungan
hidup. Di dalam upaya membuat dunia yang
lebih baik hal ini bukanlah awal yang bagus.
Menurut MacDonald et al:

“Ada perhatian dari para ahli tentang
nilai, kepercayaan, dan pengetahuan
apakah yang dibawa ke dalam program
bagi mahasiswa Pendidikan Guru
Pendidikan Jasmani, apa yang berikutnya
mereka pandang sebagai scsuatu yang
bernilai untuk praktek keprofesionalan
mereka, dan wacana-wacana yang
tidak “resmi” (hidden curriculumy) apa
saja yang meminggirkan seseorang
dalam pendidikan jasmani”.

Mengapa hal tersebut dimungkinkan? Ada
banyak tulisan ilmiah dan kritik yang
berdasar penelitian di mana mengungkap
sisi gelap olahraga (lihat beberapa contoh
Gruneu, 1999; Sage, 1993; Setiawan,
2003a). Sedangkan kedekatan hubungan
antara olahraga dan pendidikan jasmani

yang “given” dan apa yang kita ketahui
bersama tentang nilai-nilai yang
direproduksi oleh kebanyakan olahraga
kontemporer (Fraleigh, 1998; Keating,
1998; Sage, 1993) adalah akar persoalan
yang seringkali tidak kita sadari. Dan hal
tersebut diturunkan dalam pelaksanaan
pendidikan jasmani di sekolah. Akibatnya
pendidikan jasmani juga dikritik secara kuat
atas kontribusinya pada reproduksi praktek-
praktek yang non-inclusive atas perbedaan
yang berhubungan dengan semacam
karakteristik dan kecenderungan seperti
ability, etnisitas, ras, gender, pilthan seksual,
bentuk tubuh dan lain-tain (Sykes, Dewar,
Squires & Sparkes, 1996; Evan, 1993).

Dari konteks tersebut di atas, ada yang
harus kita pikirkan ulang terhadap institusi
keguruan pendidikan jasmani. PETE/ LPTK
Penjas inl memiliki tanggungjawab, baik
secara struktural ataupun moral, atas
pelaksanaan penjaskes di sekolah. Kalau
kemudian pelaksanaan penjaskes ternyata
kurang lebih seperti tersebut di atas maka
sebagai institusi yang “memproduksi” guru
pendidikan jasmani perlu dipertanyakan
bagaimana guru penjaskes disiapkan di
sana.

Walau demikian, beberapa ahli pendidikan
jasmani mulai menemukan alternatif atas
masalah ini. Program-program aktual
PETE/ LPTK Penjas seperti reflective
teaching yang menyiapkan guru pendidikan
jasmani bagi tanggung jawab profesional
mereka telah mulai dikembangkan untuk
melakukan hal yang sedikit lebih baik.
Namun kemudian, pertanyaannya adalah
apakah bisa PETE/ LPTK Penjas dan
paradigma pengajaran retlektit secara
khusus dapat memperbaiki situasi? Pada
tingkat apa hal tersebut dapat membantu
mentransformasikan nilai-nilai yang lebih
berkeadilan dari guru pendidikan jasmani?

- o~ e v
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Institusionalisasi Reflective Teaching

Dalam dunia pendidikan Barat, nampaknya
reflective teaching adalah bagian dari
naskah “resmi”. Namun demikian,
meskipun sudah menjadi bagian yang
formal, reflective teaching masih berupa
demensi kerja pengajaran yang tclah
disusun dalam standar penampilan (KBK).
Berikut ini adalah contoh dart beberapa
negara:

The General Teaching Council di Inggris
membuat suatu kode nilai protesional dan
praktek bagi guru yang memasukkan
“refleksi secara kontinu atas praktek
pengajaran, meningkatkan ketrampilan, dan
memperdalam pengetahuan mereka™. Sarat
untuk mampu berefleksi bagi guru ini sama
derajatnya dengan perilaku seperti
“tanggung jawab”, “adaptasi”, “responsif”,
dan “berwawasan”.

Di Australia, petunjuk dan standar lulusan
(ACDE 1998) saat ini menggunakan
konsep “kritis” dan “reflektif”. Menurut
standar ini, lulusan program pendidikan
keguruan harus memiliki kesadaran kritis
tentang bagaimana latar belakang mereka
(sosial, kultural, finansial, pendidikan,
geografi, dan agama) membentuk
pendekatan mereka terhadap pengajaran
dan asumsi yang mereka bangun sebagal
guru (ACDE 1998:9). Mereka juga
diharuskan memiliki kemampuan untuk
menilai secara kritis dokumen-dokumen
yang relevan dengan kurikulum, pemikiran
dan perspektif mereka (hal. 12-13), dan
harus mampu untuk membuat eksplisit,
secara kritis merefleksi pada, dan
memodifikasi teori pengajaran mereka
dengan tepat (hal.14).

Di Amerika Serikat, standar ke sepuluh dari

The Nation Board for Professional
Teaching Standard (NBPTS) untuk

(Richard Tinning dan Caly Setiawan)
Pendidikan Jasmani (1999:31) adalah
“reflective practice and professional
growth”. Secara khusus adalah bahwa guru
pendidikan jasmani berpartisipasi dalam
melakukan refleksi yang membantu
perkembangan kreatifitas mereka,
menstimutasi  pertumbuhan  diri,
menyumbang pada kandungan ilmu
pengetahuan dan ketrampilan di kelas, dan
memiliki jiwa profesionalisme.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa
lembaga pendidikan keguruan diharapkan
meluluskan guru baru yang reflektif atas/
dalam pengajarannya sendiri. Namun
demikian, meski sudah cukup ideal, sungguh
disayangkan di Indonesia pendidikan belum
menyentuh aspek reflektif. UU Sisdiknas
pasal 40 ayat 2 menjclaskan tentang
pendidik yang berkewajiban menciptakan
suasana pendidikan yang bermakna,
menyenangkan, kreatif, dinamis, dan
dialogis. Guru harus memiliki komitmen
secara profesional untuk meningkatkan
mutu pendidikan dan memberi teladan dan
menjaga nama baik fembaga, profesi, dan
kedudukan sesuai dengan kepercayaan
yang diberikan kepadanya.

Reflective Teaching di dalam
Pendidikan Jasmani
Sesungguhnya sudah cukup lama

pendidikan jasmani memperbincangkan
reflective teaching. Sepuluh tahun yang lalu,
AISEP (The International Association for
Physical Education in Higher Education),
menyelenggarakan konferensi internasional
dengan tema “bagaimana cara melatih guru
menjadi guru yang reflektif?” Tema
tersebut berlatar pada isu-isu teknis’
“bagaimana melaksanakannya” untuk dapat
dipraktekkan oleh guru secara individual
akan tetapi justru secara diam-diam
mengabaikan pertanyaan penting yang
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berkaitan dengan akhir atau tujuan refleksi.
Namun demikian, isu-isu semacam itu tentu

tidak diabaikan oleh beberapa presenter

konferensi (Crum, 1995; Dodds, 1995:
Tinning, 1995).

Reflective teaching bertujuan mendorong
mahasiswa keguruan untuk menjadi prakiisi
yang reflektif dengan mengarahkan
pertanyaan semacam: “Apa saja implikasi
dari apa yang telah saya pilih untuk
diajarkan™ dan “apa saja implikasi dari
bagaimana saya mengajar?”

Hellison dan Templin (1991) dalam bukunya
A Reflective Approach to Teaching
Physical Education, berpendapat bahwa
reflective teaching menanyakan dua
pertanyaan sepanjang karir keguruanya,
“apa yang berharga untuk dilakukan?” dan
“apakah yang saya lakukan inj berjalan
dengan baik?” (hal. 3). Mereka mengatakan
bahwa pertanyaan pertama mensyaratkan
refleksi pada kepercayaan dan nilai. Sedang
pertanyaan kedua pada masalah mata
pelajaran dan pedagoginya. Mereka
berpendapat bahwa dalam bidang
pendidikan jasmani terdapat jarak
konseptualisasi reflective teaching dengan
mercka yang memfokuskan pada ctika.
sosial, dan isu-isu politik. Terdapat
pertentangan  antara mereka yang
memfokuskan akhir suatu rangkaian, dan
mereka yang memfokuskan pada suatu
analisis strategi pengajaran.

Tidaklah mengejutkan, ada sejumlah usaha
berbagai penulis pendidikan jasmani untuk
mengklarifikasi perbedaan interpretasi,
penggunaan istilah refleksi dan reflective
teaching. Secara signifikan tidak ada
konsensus tentang arti istilah tersebut
(Ovens, 2002; Tsangaridou & Siedentop
1995). Sebagaimana Tsangaridou dan
Siedentop (1995) mengatakan bahwa

reflective teaching memiliki perbedaan ¢
makna, perbedaan pendekatan ke arah g
penerapan dan sedikit konsensus pada apa
yang sebaiknya menjadi obyek refleksi n
(Hal. 213). d

Ovens (2002) berpendapat bahwa b
kebingungan atas makna refleksi tersebut T
dikarenakan pemaknaannya sering §
dihubungkan dengan berbagai konteks (
dalam mana hal tersebut dilekatkan. Dija t
mengklaim bahwa ada perbedaan t
“komunitas-komunitas wacana” refleksi |
danbahwa individu dalam setiap komunitas I
akan berbagi makna yan g agak berbeda dari
konsep reflcksi.

Dengan pengertian ini, adalah suatu tugas
yang sulit untuk membicarakan refleksi
secara umum. Oleh karena itulah sedikit
pembahasaan (Kirk 1991) dari istilah
reflective teaching diperlukan dalam hal ini.

Makna Reflective Teaching

Adalah seorang pendidik/ filosof Amerika,
John Dewey yang memperkenalkan arti
refleksi dalam pengajaran di awal 1930-an.
Pertama-tama ia membedakan antara
tindakan rutin (routine action) dan tindakan
reflektif (reflective action). Tindakan rutin
dipandu oleh tradisi dan otoritas. Tindakan
rutin memiliki tujuan yang diterima secara
apa adanya (taken for granted) dan
memfokuskan perhatiannya pada suatu
cara untuk meraih tujuan-tujuan tertentu,
Tindakan reflektif di sisi lain, melibatkan
pertimbangan asumsi yang menjadi fondasi
dari suatu kepercayaan atau bangunan
pengetahuan dan konskuensi-konsekuensi
yang mungkin menyertai tindakan tersebut
yang tergabung dalam kepercayaan atau
pengetahuan.

Di akhir 1970-an, Max Van Manen
(1977) membedakan bentuk refleksi, antara
apa yang dinamakan technical, practical, dan
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critical. Perbedaan ini didasarkan pada
gagasan Habermas (1973) tentang
kepentingan atas pengetahuan yang ada, di
mana pengetahuan tersebut ditafsirkan,
dituntun, dipandu, dan dibentuk secara
berbeda tergantung pada kepentingan
manusia (human interest) yang dilayaninya.
Satu dekade kemudian, Grimmette et al
(1987) membuat kategorisasi reflective
teaching yang didasarkan pada tujuan-tujuan
tertentu di mana reflective teaching menjadi
latar belakang.

Dalam pandangan kami semua bentuk
“refleksi” memiliki tempat dalam apa yang
mungkin dipertimbangkan sebagai guru
yang reflektif. Namun demikian, gagasan
refleksi sebagai tindakan politik yang
membutuhkan untuk diclaborasi ini
diperlukan dalam perkembangan suatu
pendidikan keguruan yang secara aktif
mengejar suatu pandangan rekonstruktivis
sosial persekolahan. Hal ini merupakan
bentuk refleksi yang mendasari Zeichner
(1991) untuk mengatakan ‘menghubungkan
perkembangan guru sejati dengan
pergulatan demi keadilan sosial’. Ini adalah
bentuk refleksi yang mungkin berhubungan
dengan apa yang disebut Lawson (2003)
kerja sosial olahraga, latihan, dan
pendidikan jasmani.

Kami berada dalam posisi Smyth (2001) di
mana refleksi tidak berhubungan dengan
pertimbangan atau kontemplasi pasif.
Namun lebih pada pengertian “aktif dan
militan”...dan memiliki perhatian pada
“menanamkan tindakan dengan pengertian
kuasa dan politik” dan yang
“memperkenalkan kembali keprihatinan etis,
personal, politik ke dalam wacana
pengajaran dan persekolahan (hal. 186).

Tsangaridou dan O’Sullivan (1997:4)
berpendapat bahwa sangat bermanfaat
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(Richard Tinning dan Caly Setiawan)
untuk berpikir secara reflektif dalam dua
level; micro-reflection memberikan makna
pada atau menginformasikan tindakan
keseharian, sedangkan macro-reflection

memberikan makna pada atau
menginformasikan tindakan yang

melampaut waktu. Walaupun demikian,
dalam pandangan kami, mikro selalu
berhubungan dengan makro (meskipun agak
berjarak) dan semacam suatu perbedaan
yang sccara diam-diam melegitimasi
refleksi teknis. Istilah reflective practice
adalah suatu konsep yang lebih luas dari
pada reflective teaching atau refleksi yang
lebih umum. Reflective practice dapat
dipertimbangkan sebagai watak intclektual
yang fungsinya scpcnjti seperangkat lensa
untuk melihat semua praktek kependidikan
dan kebudayaan (baik mikro dan makro).

Mampukah kita berpikir tentang reflective
teaching sebagai paradigma? Pengertian
reflective teaching yang luas meliputi
perspektif teknis, praktis, dan kritis, adalah
sulit untuk memandang bahwa hal ini
mewakili suatu paradigma atau cara
pandang tertentu. Pengertian reflective
practice—sebagai perspektif ideologis yang
memiliki hubungan yang kuat terhadap hal-
hal ideal emansipatoris dari teori kritis—
dapat dipertimbangkan sebagai suatu
paradigma.

Beberapa gagasan refleksi juga didasarkan
olch apa yang discbut scorang sosiolog
Anthony Giddens (1991) sebagai politik
emansipatoris. Giddens (1991)
menggambarkan politik emansipatoris
sebagai berikut,

“suatu pandangan umum atas segala hal
yang mengenai pembebasan individu dan
kelompok dari kekangan/ paksaan yang
mempengaruhi kesempatan-kesem-
patan hidup yang merugikan mereka
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(210). Juga adanya perhatian untuk
mengurangi atau mengeliminasi
eksploitasi, ketidakadilan, dan
penindasan”. Sebagaimana, politik
emansipatoris “membuat dasar yang
penting dari keadilan, kesetaraan, dan
partisipasi” (212).

Menurut Giddens, selama era modern
dinamisme institusi distimulasikan, dan pada
beberapa tingkat dipromosikan oleh ide
tentang emansipasi manusia (hal. 210).
Giddens mengakui tiga pendckatan
menycluruh dalam politik modern;
radikalisme (termasuk marxisme),
liberalisme, dan konservatisme. Semua
pendapat Giddens tersebut didominasi oleh
politik emansipatorts, walaupun dengan cara
yang berbeda.

Pemikir politik liberal, seperti halnya radikal,
mencari kebebasan individual dan kondisi
kehidupan sosial yang terbebas dari
prasangka. Kebebasan dicapai lebih Karena
melalul emansipasi progresif individu,
bersama dengan negara liberal, dari pada
melalui proses yang revolusioner
bergejolak.

Menjadi sesuatu yang penting, bahkan bagi
konservatisme, ketika beroposisi terhadap
agenda emansipatoris, ia hanya akan cksis
ketika bereaksi terhadap emansipasi.
Seperti dikatakan Giddens bahwa
konservatisme berkembang scbagai
penolakan terhadap pemikiran radikal dan
liberal, dan sebagai kritik atas
kecenderungan kemoderenan (hal. 210).

Di Australia contohnya, ideal-ideal
emansipatoris dari keadilan sosial,
perbedaan dan lingkungan yang mendukung
(Badan Hukum Kurikulum, 1994, hal.5)
mendasari kurikulum baru Kesehatan dan
Pendidikan Jasmani. Guru pendidikan
jasmani saat ini harus mengajar dengan

kurikulum baru ini dan hal ini merupakan
tanggungjawab pendidik guru untuk
menyiapkan mahasiswa keguruan untuk
tugas ini. Di Indonesia emansipasi dipahami
dengan pencapaian standar tertentu dari
usaha pendidikan. Asumsinya adalah jika
hasil pendidikan mencapai standar yang
diharapkan maka masyarakat akan mampu
“hidup” dari bekal belajarnya. Sama seperti
di Australia, guru pendidikan jasmani di sini
harus mengajarkan kurikulum baru yang
berbasis kompetensi ini dan PJKR atau
JPOK harus mampu menyiapkan guru
yang kompeten untuk itu. Pemahaman
cmansipasi tersebut bisa jadi rancu, karcna
pendidikan yang terlalu berorientasi pada
pencapaian kompetensi belajar akan
memiskinkan kemampuan refleksi (Crum,
1993).

Cara yang Baik Untuk Merefleksikan
Diri

Menurut Grossman (1992:176) guru yang
reflektif adalah mereka yang menanyakan
pertanyaan yang bermanfaat atas
pengajaran dan terus belajar dari apa yang
telah dipraktekkan. Meskipun bermanfaat
pada suatu tingkat tertentu, hal ini
meninggalkan sifat dari suatu pertanyaan
berharga yang tak tertanyakan, dan tak
terjawab. Ada banyak hal di mana seorang
guru dapat melakukan refleksi. Beberapa
di antaranya boleh jadi bersifat remeh
temeh, yang lainnya bisa jadi lebih
signifikan. Tentu saja siapa yang
menentukan apa yang remeh temeh dan apa
yang signifikan adalah suatu isu kunci dari
kuasa/ pengetahuan (power/ knowledge)
dalam pengajaran dan pendidikan keguruan.
Dengan demikian relasi power/ knowledge
harus ditampakkan dan dipertimbangkan
sebagai ‘yang secara inheren selalu
problematik’.
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Beberapa pertanyaan berharga
berhubungan dengan perkembangan
ketrampilan mengajar scbagaimana
didefinisikan oleh hasil penelitian tentang
effective teachers. Beberapa yang lain,
contohnya mereka yang mendukung
orientasi penelitian kritis dalam reflective
teaching (lihat Kirk 1986; Fernandez-Balboa
1995; Prain & Hickey 1995), apa yang
diperhitungkan sebagai sesuatu pertanyaan
yang berharga (yang digunakan untuk
refleksi) sungguh akan sangat berbeda.
Sementara semua bentuk refleksi mungkin
memiliki tempat di dalam guru yang
reflektif—yakni teknis, individual dan bentuk
praktis refleksi-—cenderung menjadi dasar
dibanyak program PETE (Tinning 1991).

Pertanyaan semacam “bagaimana saya
mengembangkan pertanyaan yang lebih
baik?” atau “bagaimana kinerja saat
bertugas dapat ditingkatkan?” cenderung
untuk berorientasi secara teknis dari pada
berorientasi pada ideal emansipatoris.
Pertanyauan seperti “bagaimana sifat
kurikulum yang tersembunyi (hidden
curriculum)? atau “kepentingan siapakah
yang dilayani dengan memilih aktivitas
tertentu dan tidak yang lainnya?” cend!-+ nng
untuk berorientasi secara kriti- dan
berhubungan dengan kunci isu duri kuasa/
pengetahuan dalam pengajaran dan
pendidikan keguruan.

Model Alternatif Pendidikan Guru
Pendidikan Jasmani

Sebagaimana di banyak negara maju
lainnya, persiapan guru penjaskes di
Australia tidaklah tanpa kritik (MacDonald
etal, 2002). Tugas menyiapkan guru yang
dapat mengantarkan agenda pendidikan
nasional “negara yang pandai” yang
dikatakan untuk masa depan warga negara
yang terampil disegala bidang (multi-skilled,
berkompeten dengan teknologi informasi,

(Richard Tinning dan Cualy Setiawan)
melek hurut dan angka agar supaya mereka
dapat turut serta sebagai bagian yang
produktif di dalam suatu ckonomi global
(Luke & Carrington, 2001) adalah sesuatu
yang menakutkan,

Terlebih lagi, sebagaimana disebutkan dj
awal, warga negara dari “negara yang
pandai” juga diharapkan untuk menjadi
warga negara yang schat. Konsepsi warga
hegara yang schat ini memiliki implikasi-
implikasi baru yang berkaitan dengan
PETE/ LPTK Penjas.

Alat dan cara berpikir yang kebanyakan
diberikan dalam program PETE/ LPTK
Penjas kepada mahasiswa keguruan
merupakan bekal ilmu ketika bekerja
menghadapi anak muda posmodern. Ada
kritik yang tajam tentang disiplin ilmu
pengetahuan yang diajarkan kepada
mahasiswa yang terlalu saintifik (McKay
ctal, Fernandez-Balboa, Ti nning) dan tidak
reflektif,

llmu tentang anatomi, biomekanik, dan ilmu
tentang gerak manusia lainnya mungkin saja
mata kuliah yang berisi pengetahuan yang
berguna bagi guru pendidikan jasmani, akan
tetapi hal tersebut tidak akan membantu
mercka menghadapi berbagai isu-isu
kemanusiaan yang dibawa anak muda
posmodern ke dalam kelas. Sains memiliki
batas, jika tidak diteliti secara secara historis
dalam menghadapi dan memahami dunia
secara subyektif.

Bahkan di dalam kuliah kurikulum/ pedagogi
bagi calon guru penjas yang berperan
membantu perkembangan praktek reflektif,
perspektif ini sering diabaikan dalam disiplin
yang berorientasi biofisik. Terlebih lagi,
kultah-kuliah  ilmu  sosial yang
mempermasalahkan olahraga dan aktifitas
Jasmani sering dipertimbangkan oleh calon
guru pendidikan jasmani sebagai hal yang
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tidak begitu bernilai. Secara menyeluruh,
semua program pendidikan guru pendidikan

Jasmani memiliki tantangan yang besar

dalam menghadapi naiknya tuntutan bagi
praktek pengajaran yang reflektif sebagai
atribut inti kelulusan.

Ken Alexander menanyakan: “seberapa
cocok program pelayanan persiapan
profesional untuk menghadapi kebutuhan
anak muda di masa kini?” Dia berpendapat
bahwa kurikulum baru Penjaskes, yang
penckanannya pada perkembangan
personal, manajemen diri, dan pengambilan
keputusan mensyaratkan suatu pendidikan
guru yang berbeda dari yang sccara umum
dikendalikan oleh, dan disusun dengan,
wacana-wacana olahraga dan sains. Di
Edith Cowan University (ECU) Australia
Barat, tempat di mana Alexander mengajar,
pemahaman biofisik tentang human
movement dan tlmu keolahragaan memang
masuk dalam program tetapi tidak diberikan
status istimewa.

Di balik program baru di EJCU adalah suatu
keinginan untuk tidak hanya membekali
mahasiswa dengan ketrampilan dan
pengetahuan yang diwajibkan, tetapi juga
untuk mengembangkan tipe-tipe tertentu
guru penjaskes—guru yang dapat mengerti
anak-anak masa kini (new kids) dan
konteks masa kini (new times) (Kenway,
et al., 1995).

Jika, sebagaimana pernah dikatakan Garth
Boomer, “guru mengajar siapa mereka”
maka kemudian identitas/ subjektifitas guru
akan menjadi krusial. Foucault mengatakan
bahwa pengetahuan menjadikan kita
sebagai subjeknya. Dengan kata lain, proses
untuk mengetahui sesuatu, dan sifat dari
pengetahuan itu sendiri, memiliki suatu
pengaruh terhadap bentukan tipe sescorang
di mana kita akan menjadi—pada identitas

yang kita bangun. Di dalam proses untuk
menjadi seorang guru pendidikan jasmani
menjadi pertanyaan yang penting bahwa
pilihan orang macam apakah mahasiswa
keguruan itu sebaiknya?

Cara Pandang dan Berpikir

Cherry Collins (2002:4) mengatakan bahwa,
“kualitas refleksi ketika mengajar
tergantung pada konscp dan tcori: cara
memandang; di mana guru memiliki akses”.
Terlebih lagi cara memandang akan
dilakukan dengan cara melampaui ruang
kelas dan praktek reflektit akan diterapkan
pada berbagai hal yang lebih dari sckedar
mengajar. Praktek yang reflektif juga akan
melibatkan isu-isu yang berhubungan
dengan persckolahan dan pendidikan
sebagaimana inherennya struktur politik dan
ideologi sosial. Di dalam pengertian inilah
secara akan kritis diorientasikan.
Contohnya, adalah sangat sulit untuk
melakukan refleksi terhadap isu-isu
pemberdayaan  dan  meningkatkan
perkembangan komunitas jika cara
memandang tujuan persekolahan ini
dilupakan.

Ciri esensial reformasi PETE/ LPTK Penjas
akan menjadi pertimbangan yang eksplisit
dari berbagai paradigma yang berbeda,
perbedaan berpikir dari cara berpikir tentang
dunia. Menurut Steven Covey “paradigma
kita mempengaruhi cara kita berinteraksi
dengan orang lain”(28). Terlebih lagi,
“...Jikakita ingin membuat perubahan kecil
dalam hidup kita, mungkin yang kita lakukan
hanya memfokuskan pada sikap dan
perilaku kita. Tetapi jika kita menginginkan
perubahan besar, perubahan yang bersifat
quantum, Kita harus bekerja pada dasar
paradigma kita” (hal. 31).

Deepak Chopra (1993) mengatakan bahwa
apa yang diyakini sebagai cita-cita hidup kita
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sesungguhnya merupakan “kondisi kita,
pandangan dunia kolektif kita saat ini, yang
diajarkan oleh orang tua, guru, dan
masyarakat. Cara memandang sesuatu ini
—paradigma lama—dapat dikatakan
sebagai “‘hipnotis kondisi sosial”, suatu fiksi
yang membujuk di mana kita secara kolektif
menyepakati untuk berpartisipasi”.

Cara memandang kurang lebih sinonim
dengan cara berpikir. Di dalam pandangan
kami, hal ini adalah cara berpikir tentang
pendidikan, kesehatan, pendidikan jasmani,
dan kerja dari persckolahan kontemporer
di mana merupakan hal-hal yang paling
penting yang dapat kita berikan pada
mahasiswa pendidikan guru pendidikan
jasmani. Gagasan kami tentang praktek
reflektif didasarkan oleh cara memandang/
berpikir yang discbut imajinasi sosiologis.

Menurut Giddens (1993) “imajinasi
sosiologis mengharuskan kemampuan untuk
berpikir tentang cara kita berpikir dari
rutinitas yang sudah familier dari kehidupan
keseharian sebagai upaya untuk melihat
mereka secara baru”(18). Kita juga perlu
mengembangkan apa yang oleh Postman
dan Weinggartner (1983) secara bahasa
sehari-hari disebut “crap detector” yang
membantu kita melihat melalui putaran
ideologi yang membuat kita menerima
penindasan dan represi praktek kebudayaan
yang diterima secara apa adanya dari
pendidikan kontemporer. Mungkin kita
dapat secara lebih baik menggambarkan hal
inisebagai sebuah bentuk dari imajinasi kritis
sosiologi kritis.

Jika kita mempertimbangkan pendidikan
jasmani menjadi suatu profesi pelayanan
kemanusiaan maka kemudian adalah suatu
kebutuhan bagi guru untuk mengembangkan
imajinasi sosiologis kritis. Sosiologi kritis ini
dapat dikembangkan secara strategis

(Richard Tinning dan Caly Setiawan)

melalui disiplin kemanusiaan dan ilmu sosial.
[lmu pengetahuan biofisik tentang human
movement dan pengembangan tubuh
melalui sains tidak akan menycdiakan
kemampuan cara pandang tersebut.

Namun demikian, merekomendasikan
imajinasi sosiologi kritis bukanlah berarti
penolakan cara pandang yang didasarkan
oleh sains. Tetapi lebih pada, sebagaimana
Stephen Jay Gould berpendapat di dalam
bukunya The Fox, the Hedgehog and the
Magister’s Pox (2003), kemanusiaan dan
sains seharusnya saling melengkapi cara
memahami dunta.

Mereformasi  Pendidikan Guru
Pendidikan Jasmani melalui Praktek
Reflektif

Praktek reflektit yang didasarkan pada
imajinasi sosiologis kritis belum dapat
diterima secara baik. Kita tahu bahwa

usaha oleh pendidik guru untuk
memperkenalkan  mahasiswa  guru

pendidikan jasmani dengan beberapa ide dan
prinsip kurikulum yang kritis secara sosial
dengan cara pedagogi kritis tidak dapat
diterima secara antusias (Gore, 1990:
Tinning, 1993; MacDonald & Broker, 1999:
Devis-Devis & Sparkes’, 1999).

Kiranya tanpa komitmen kita (Giddens,
1991) dan mahasiswa yang tinggi untuk
menilai fondasi dasar kurikulum yang kritis
secara sosial, dan refleksi kritis, kesuksesan
pendidikan keguruan akan terpinggirkan.
Kita juga menyadari bahwa dengan
menawarkan praktek pengajaran ini
hasilnya tidak dapat diperkirakan secara
pasti.

Ketika kami merenungkan beberapa reaksi
negatif atas fondasi ideologi praktek
reflektif yang ditunjukkan oleh beberapa
mahasiswa PETE, kami menyadari bahwa
“kesuksesan” yang terbaik akan selalu

11
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dicapai secara setahap demi setahap.
Kebanyakan orang tidak ingin pandangan
dan pendapatnya disangkal, bahkan jika hal
tersebut mungkin memiliki arti bahwa
mereka akan memberi kontribusi yang lebih
baik kepada suatu masyarakat yang
berkeadilan. Kebanyakan mahasiswa
pendidikan jasmani tidak cukup terbuka
untuk terbebaskan dari kesadaran yang
salah yang berkaitan dengan olahraga.

Satu dekade yang lalu, O’ Sullivan,
Siedentop and Locke (1992) berpendapat
bahwa guru pendidikan jasmani adalah
seorang “pragmatis yang langsung pada
intinya” dan di tahun yang sama Smyth
(1992) mengatakan bahwa jenis refleksi
yang paling menarik bagi kebanyakan guru
adalah  yang  didasarkan  pada
pragmatisme—suatu bentuk teknis dari
refleksi.  Dengan  kccenderungan
pragmatisme ini, refleksi akan menjadi
bersifat tcknis, proses individualistis yang
dapar dengan mudah memiskinkan
pertimbangan atas pengaruh sosial dan
struktural yang lebih luas pada persekolahan
dan pengajaran.

Alan Ovens datam penelitiannya
menemukan bahwa kesuksesan suatu
program PETE/ LPTK Penjas di dalam
mengembangkan guru yang reflektif dibatasi
oleh banyak hal yang melampaui kontrol
atas program. Banyak dari hal-hal tersebut
didapati di dalam sifat diskursif sejarah
mahasiswa secara individual. Di mana pada
akhirnya kita tidak mempunyati cara untuk
menggaransi bahwa mahasiswa pendidikan
guru pendidikan jasmani akan menjadi
praktisi yang reflektif dengan imajinasi
sosiologis yang kritis.

Tentu saja hal ini bukan alasan untuk tidak
melakukan apa-apa. Naskah-naskah resmi
seperti kebijakan kurikulum dan silabus

mengharapkan kita untuk mengembangkan
praktisi yang retlektif. Namun demikian,
perkembangan komitmen sejati untuk
praktek yang reflektif bukanlah sesuatu
yang dapat sccara sistematis dicapai hanya
dengan cara spesifikasi kurikulum dan
pernyataan hasil yang eksplisit.

Kesimpulan

Setelah secara panjang mengulas reflective
teaching dalam pendidikan jasmani terutama
dalam PETE/ LPTK Penjas, kini kita telah
sampai pada kesimpulan. Meskipun
reformasi menuju sesuatu yang lebih baik
harus dilakukan secara menyeluruh, akan
tetapi reformasi institusional lembaga
kependidikan keguruan sangatlah strategis.
Jika lembaga tersebut kuat maka nilai
sustainabilitasnya akan jauh lebih baik
karena guru yang di hasilkannya akan
menjadi agen transformasi sosial di dalam
praktek pengajarannya.

Sepuluh tahun lalu reflective teaching dalam
pendidikan jasmani dianggap mendesak
pelaksanaannya. Hal ini disebabkan kondisi
global yang makin memburuk dan semakin
kompleknya persoalan-persoalam sosial
yang akan dihadapi. Dan reflective teaching
menyediakan kompetensi untuk memahami
kompleksitas persoalan-persoalan tersebut
di mana pengajarannya menjadi bagiannya.
Seorang guru harus mampu memahami
posisi aktifitas mengajarnya dan
menjadikannya alat untuk transformasi
sosial.

Kini ketika persoalan-persoalan yang
dihadapi dunia semakin nyata, reflective
teaching yang sudah menjadi bagian dari
naskah resmi pendidikan di berbagai negara
belum mencapail optimal pada tataran
operasional.
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Di Indonesia pasca runtuhnya Soeharto,
krisis multi demensi yang dihadapi bangsa
ini terasa susah diatasi. Dengan demikian
penerapan reflective teaching dalam
pendidikan jasmani menjadi sangat relevan
sebagai upaya transformasi sosial menuju
Indonesia baru yang lebih baik.
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